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BAB IV 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis 

lakukan maka kita dapat ambil kesimpulan sebagai penutup skripsi 

ini diantaranya: 

1. Peranan Dinas Sosial dalam Memberikan Pelayanan Dan 

Rehabilitasi Sosial Terhadap Anak Terlantar Di Kota Padang 

belum sepenuhnya berjalan dengan baik, Diantaranya : 

Dinas Sosial Kota Padang memiliki peranan penting dalam 

menangani anak terlantar melalui berbagai program rehabilitasi 

dan perlindungan sosial. Salah satu upaya yang dilakukan adalah 

pendataan dan identifikasi anak-anak yang hidup di jalanan atau 

dalam kondisi rentan. Setelah terdata, mereka mendapatkan 

layanan seperti tempat tinggal sementara, pendidikan, serta 

bimbingan psikososial agar dapat kembali ke lingkungan yang 

lebih aman. Rehabilitasi Sosial adalah layanan sosial yang 

diberikan oleh dinas sosial untuk membantu orang yang 

memiliki disabilitasi atau kapasitas kerja terbatas dalam 

menjalani kehidupan sehari-hari. 

2. Kendala-Kendala yang dihadapi Dinas Sosial dalam 

Memberikan Pelayanan Dan Rehabilitasi Sosial Terhadap Anak 

Terlantar Di Kota Padang Diantaranya : 



2 
 

 
 

Di dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial tersebut ada kerja 

samanya, kalau misalnya anak-anak terlantar itu tidak bisa 

memenuhi terdapat kendala kondisinya, contohnya kalau anak 

tersebut ditemukan oleh masyarakat atau Satpol PP mereka akan 

melakukan prosesnya nanti yang terkait dengan prosesnya. 

Adapun kendala sebagai berikut :  

a. Identitas Anak Tidak Diketahui 

b. Banyak anak terlantar yang tidak memiliki dokumen 

resmi 

c. Sulitnya proses pendataan 

d. Tidak Ada Keluarga yang Dapat Dihubungi 

e. Trauma Psikologis yang Berat 

f. Keterbatasan Sumber Daya. 

3. Upaya-Upaya untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi 

Dinas Sosial dalam Memberikan Pelayanan Dan Rehabilitasi 

Sosial Terhadap Anak Terlantar Di Kota Padang Diantaranya : 

a. Pelayanan Dasar dan Rehabilitasi Sosial Pemerintah 

menyediakan tempat perlindungan sementara, seperti 

panti sosial atau rumah singgah, untuk anak-anak 

terlantar. Di tempat ini, anak-anak mendapatkan 

kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan tempat 

tinggal.  

b. Pendidikan dan Pengembangan Pemerintah memastikan 

anak terlantar tetap mendapatkan pendidikan melalui 
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program sekolah inklusif, beasiswa, atau pembelajaran di 

panti sosial. Anak terlantar, terutama yang remaja, 

diberikan pelatihan keterampilan kerja agar dapat 

mandiri di masa depan. 

c. Perlindungan Hukum dan Hak Anak Berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak, anak terlantar mendapatkan 

perlindungan khusus dari eksploitasi, kekerasan, dan 

diskriminasi. Pemerintah bekerja sama dengan 

kepolisian, lembaga perlindungan anak, dan pengadilan 

untuk menangani kasus yang melibatkan pelanggaran 

hukum terhadap anak terlantar. 

d. Pencegahan Anak Terlantar Pemerintah mendukung 

program Keluarga Berencana (KB) untuk mencegah 

kelahiran anak yang tidak diinginkan. Program edukasi 

masyarakat tentang pentingnya tanggung jawab orang 

tua dalam merawat anak. 
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B. Saran 

Setelah meneliti permasalahan yang penulis yang angkat 

didalam skripsi ini dan dikaitkan dengan kesimpulan penulis 

terhadap  pembahasan masalah, maka penulis menyampaikan saran-

saran sebagai berikut : 

1. Dinas Sosial Kota Padang perlu meningkatkan pendataan anak 

terlantar agar bantuan lebih tepat sasaran serta memperkuat 

program rehabilitasi melalui pelatihan keterampilan dan 

pendidikan. Kolaborasi dengan kepolisian, Satpol PP, dan 

lembaga sosial harus diperluas untuk mempercepat penanganan 

dan mencegah anak kembali ke kondisi terlantar. Selain itu, 

penambahan tenaga pendamping serta peningkatan fasilitas 

panti asuhan akan membantu pelayanan lebih optimal. 

Sosialisasi kepada masyarakat juga penting agar kesadaran akan 

perlindungan anak meningkat, sehingga lebih banyak pihak 

terlibat dalam mendukung kesejahteraan anak terlantar. 

2. Harus Adanya Peningkatan Kapasitas Lembaga Perlindungan 

Anak dengan memperkuat koordinasi dengan lembaga lain 

seperti Lembaga Perlindungan Anak (LPA), kepolisian, dan 

instansi kesehatan yang ada di Kota Padang dalam menangani 

kasus anak terlantar. 

3. Menyediakan layanan kesehatan, pendidikan, dan rehabilitasi 

psikologis secara berkesinambungan bagi anak terlantar yang 

ada di Kota Padang. 
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4. Menyediakan pelatihan keterampilan bagi anak terlantar agar 

mereka memiliki bekal untuk hidup mandiri di masa depan. 

5. Pemerintah hendaknya memfasilitasi tempat untuk anak-anak 

terlantar yang ada di Kota Padang supaya tidak ada lagi anak 

terlantar dijalanan maupun di lampu merah. 
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